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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
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26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis. dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD
adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp2.795.310.286.405 (dua triliun tujuh ratus Sembilan puluh lima miliar
tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus
lima rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.




(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp589.390.017.212 (lima ratus
delapan puluh sembilan miliar tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh
belas ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp256.875.000.000 (Dua ratus ratus lima
puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp175.808.468.360 (Seratus tujuh puluh lima
miliar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh delapan
ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp118.206.550.000 (Seratus delapan belas miliar dua ratus enam juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp38.499.998.852 (Tiga puluh delapan miliar
empat ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan
puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurup a
direncanakan sebesar Rp256.875.000.000 (Dua ratus ratus lima
puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang
terdiri atas:

a. Pajak Reklame;
Pajak Air Tanabh,;
Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

0| o™ e a0 o

[,

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta
rupiah).
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Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.650.000.000 (Satu miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah).

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp550.000.000 (Lima ratus lima puluh
juta rupiah).

Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl14.000.000.000 (Empat
belas miliar rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp38.000.000.000 (Tiga puluh delapan miliar rupiah).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp90.175.000.000 (Sembilan
puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp65.000.000.000 (Enam
puluh lima miliar rupiah).

(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana

(2)

(4)

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp30.000.000.000 (Tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp175.808.468.360 (seratus tujuh
puluh lima miliar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh
delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp64.519.016.634 (Seratus enam puluh empat
miliar lima ratus sembilan belas juta enam belas ribu enam ratus tiga
puluh empat rupiah).

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp9.789.451.726 (Sembilan miliar tujuh ratus
delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh
ratus dua puluh enam rupiah).

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
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Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp118.206.550.000 (Seratus delapan belas miliar dua ratus enam juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan

b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)
atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp88.206.550.000 (Delapan puluh
delapan miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah).

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga puluh miliar
rupiah.

Pasal 8

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf d direncanakan sebesar Rp38.499.998.852 (tiga puluh
delapan miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan
ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua
rupiah) yang terdiri atas:

Jasa Giro;

Pendapatan Bunga;

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
Pendapatan dari Pengembalian;

Pendapatan Blud;

Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
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Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.015.000.000 (Satu miliar lima belas juta rupiah).

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.765.000.000 (Tiga miliar tujuh ratus enam
puluh lima juta rupiah).

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.000.000 (Empat
puluh tiga juta rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp33.382.550.000 (Tiga puluh tiga
miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah).

Pendapatan Blud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp57.248.852 (Lima puluh tujuh juta dua ratus
empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
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Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.200.000
(Dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.205.620.269.193 (dua triliun dua ratus
lima miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh
Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.633.713.000 (dua
triliun enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh
ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Dana Bagi Hasil (DBH);

c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
direncanakan sebesar Rp117.148.122.000 (Seratus tujuh belas miliar
seratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu
rupiah).

Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.103.062.696.000 (Satu triliun seratus tiga
miliar enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah).

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp508.223.022.000 (Lima ratus
delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu
rupiah).

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d direncanakan sebesar Rp335.199.873.000 (Tiga ratus tiga
puluh lima miliar seratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus
tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.986.556.193 (seratus empat
puluh satu miliar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus
lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri
atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil.

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a
direncanakan sebesar Rp141.986.556.193 (seratus empat puluh satu
miliar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh
enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
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Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta
rupiah) yang terdiri atas :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar
Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp2.895.197.721.188 (Dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu
seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.

b
C.
d

(5)

Belanja Operasi;
Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.

Pasal 12

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp2.309.863.706.554 (Dua triliun tiga
ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus
enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.312.357.606.232 (Satu triliun tiga ratus
dua belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam
ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp946.199.309.293 (Sembilan ratus empat
puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp51.040.791.029 (lima puluh miliar empat
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan
rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp239.000.000 (Dua ratus tiga puluh sembilan
juta rupiah).
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Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf
b direncanakan sebesar Rp217.133.198.277 (Dua ratus tujuh belas
miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan
ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;
Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

oo o P

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.274.419.378 (Empat puluh
miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan belas
ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.837.190.620 (Lima puluh
delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan
puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.915.501.107
(Seratus tujuh belas miliar Sembilan ratus lima belas juta lima ratus
satu ribu seratus tujuh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.087.172 (Enam juta delapan
puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.320.377.384,40 (Empat miliar tiga
ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan
puluh empat koma empat puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufd
direncanakan sebesar Rp363.907.438.972,60 (Tiga ratus enam puluh tiga
miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu
Sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam puluh rupiah) yang terdiri
atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.
(1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a

direncanakan sebesar Rp17.630.745.172,60 (Tujuh belas miliar enam
ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh
puluh dua koma enam puluh rupiah).




(2)
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Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15
huruf b direncanakan sebesar Rp346.276.693.800 (Tiga ratus empat
puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus
sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp99.887.434.783 (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus
delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

3)

Penerimaan Pembiayaan; dan

Pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp99.887.434.783 (Sembilan
puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat
ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah),
yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
dan

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp98.887.434.783 (Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh
ratus delapan puluh tiga rupiah).

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf b direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

(1)

Pasal 19

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(defisit) sebesar
Rp(99.887.434.783) (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh
ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
terhadap  Pengeluaran Pembiayaan  direncanakan  sebesar
Rp99.887.434.783 (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh
ratus delapan puluh tiga rupiah).
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Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja Bagi Hasil,

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 22
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 3§ B=s=2ndjer 2,25

KEPALA BAGIAN UKUM
A K2 BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

okan di Bengkalis
pada tanggal 2@ Desenper 28725

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR

J1
)
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